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5 < %-Té{ PI@ning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan. Melihat

Eo'ng(isizspg PT XYZ pada tahun 2014 dan 2015 yang selalu menunjukan kondisi yang lebih bayar,
tentliny&. kendisi tersebut dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena akan dilakukan pemeriksaan
@rl@it festitusi yang diminta perusahaan. Proses pemeriksaan itu sendiri dapat berlangsung hingga 1
hun, %angjlakancberdampak pada cash flow PT XYZ. sehingga dibutuhkan sebuah tax planning yang
kan @n)ﬁg untuk menghemat beban pajak namun untuk menyesuaikan agar rekonsiliasi yang dilakukan
déh sesuab dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menguji apakah rekonsiliasi yang dilakukan sudah
sesuai, -akan—dipakai undang-undang no 36 tahun 2008 sebagai benchmark setelah itu akan dilakukan
ﬁ{’roﬁk@' dad penyesuaian rekonsilasi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan undang-undang. Setelah
ﬁel?fu]gan @engﬂ%n, didapatkan akun-akun seperti insentif perantara, jamsostek, perjalanan dinas, rapat
p;n)&é'gmn serta iuran RT/RW dan keamanan belum sesuai dengan UU No 36 tahun 2008, sehingga
pen%lisgakan me_ngukan tax planning terhadap akun-akun tunjangan PPh 21, insentif perantara,
jamsostek, tunjangan karyawan, sumbangan kepada RT/RW, perjalanan dinas, rapat & penyegaran serta
terhgdaﬁ:akun iuran RT/RW dan keamanan. Setelah melakukan tax planning penghematan pajak yang
dida%ag;ebesar R&_’-133.548.108,31 untuk tahun 2016 dan Rp. 146.222.016.22 untuk tahun 2017
=3 ()
Ka@kﬁnci: Tax Planning, Rekonsiliasi Fiskal, Penghematan Pajak
-3 =,
Abstract; ~
2 O Tax pladning is a tool and an early stage of taxation management. Seeing XYZ corporate
incgmeax return%‘,ondition on 2014 and 2015 which always shown an overpayment, of course these
congtcig can affegt the company situation cause there will be a tax audit due to restitution. The process
itse take timgup to 1 year . so the company need a tax planning, not only for tax saving but to adjust
the Becanciliation'method which performed by the company in order to match with applicable regulations
whigh is,the tax law number 36 years 2008. After that there will be a projection and a reconciliation
adjustniént if there is any mismatches with legislation. After the process we obtained the account such as
thir@pagty incentive, jamsostek, official travel, meeting and refreshment and also contribution to RT/RW
and¥ecurity serviees not in accordance with the tax regulation number 36 years 2008, that’s why the
autfggr@ill use tax planning method to the account which specified below, third party incentive, employee
inc@ti%, donatien to RT/RW, official travel, meeting and refreshment, and also contribution to RT/RW
and-security services. After did such a tax planning method, we obtained a tax saving amounting to Rp.
133@48;;_108,31 for years 2016 and Rp. 146.222.016.22 for years 2017

|

2
KeﬁNéf’rds: Earflifigs Response Coefficient, Systematic Risk, Growth Opportunities
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5 8
sPendahufgan
-atar Belakang Masalah

Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No
%8 Tahun=2007 Pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau
@aoﬁn yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
Ssecara lapgsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
Trakyat Sartika (2012:1). Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-Undang merupakan
gg/va@ pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1).

T = Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang
perpajakam:yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari office assessment menjadi self
Zassessmeqt (misalnya untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Dengan sistem
ya@ baru:ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan
omelaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila
C e~ . - . ..

UW%&; 2[;a;ak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Chairil Anwar Pohan
gz 2).=

S 2 Diera globalisasi ekonomi sekarang ini, dan mengigat besarnya tantangan di masa yang
%\ka& datahg, dimana kompetitor bermunculan dari berbagai negara dengan beragam produk
>substitusizyang sangat menarik dan kompetitif, untuk bisa survive perusahaan dituntut untuk
gfneﬁLyesuaTkan produknya dengan membangun posisi kepemimpinan biaya sebagai basis strategi
Chisaisnyas

c Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan
7heban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan satu faktor
Epengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan.
~Semakin pesar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan
Smembutufikan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak
“Hlengan efisien.

Tax Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (tax
amanagement) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar
“anusia itu. Secara definitif tax management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar
Yax planning. Sebagai tax management, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen
Tsecara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (planning),
%engorgani‘sasian (organizing), pelaksanaan (actuating) , dan pengendalian (controlling). Semua

ungsi manajemen tersebut tercakup dalam tax management. Dengan kata lain, manajemen
ierpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen
aagar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Dalam melaksanakan
—fungsi tax management, tax planning merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun
alam praktik bisnis, istilah tax planning lebih popular daripada tax management itu sendiri.
ZChairul Anwar Pohan (2016:5)
® Peénulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai tax planning dan rekonsiliasi fiskal
%arena peaulis melihat kondisi SPT PT XYZ pada tahun 2014 dan 2015 yang selalu menunjukan
“kondisi yjang lebih bayar, tentunya kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi perusahaan
arena akan dilakukan pemeriksaan terkait restitusi yang diminta perusahaan. Proses pemeriksaan
Yitu sendjrigdapat berlangsung hingga 1 tahun, yang akan berdampak pada cash flow PT XYZ,
Zfimana seharusnya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi atau kegiatan lain. Selain
Saktor cash flow, pemeriksaan juga dapat berdampak pada sanksi kenaikan apabila setelah
“dilakukanpemeriksaan SPT wajib pajak berubah menjadi kondisi kurang bayar. Hal-hal semacam
itu tentu*narus dihindari, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai
tax plarniag dan rekonsiliasi fiskal yang diterapkan oleh PT XYZ dengan mengangkat topik
mengenat, “Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan Tax Planning di PT XYZ”.
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sRumusafsMasalah
2 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahannya
gebagai berikut:

Baga%ana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ, apakah sudah sesuai dengan ketentuan
2 Syang perlaku?
2. Apa wgaruh dilakukan nya tax planning terhadap PPh Badan yang harus di bayar PT XYZ?
8. TAlternatif apa yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban PPh badan yang harus di
o Qbayar§T XYZ?
(o
f_jj'l'u'_'an P.Enelltlan
2 c Eﬁrdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang
gngg\ d|c ai oleh peneliti, yaitu:

ntulcmengetahun apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ telah sesuai dengan
ndal -undang nomor 36 tahun 2008

Commented [M1]: Sebelumnya tidak dirincikan undang-
undang nya

ntulgmengetahm [berbagall alternatif yang ada dalam tax planning PT XYZ
ntulz:mengetahm efisiensi pajak yang dapat di peroleh dari pilihan alternatif

faatgenelltlan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:
enuhis
Menagrbah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta guna menambah
referensi ilmiah mengenai perpajakan. Agar diperoleh hasil yang dapat bermanfaat bagi
peneliti di masa yang akan datang serta menambah pengetahuan penulis khusus nya tentang
rekonstliasi fiskal dah mengenai tax planning
Perusahaan
Untuk:menjadi bahan analisis bagi perusahaan apakah perhitungan rekonsiliasi fiskal yang di
lakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui
apakahterdapat strategi untuk mengurangi PPh Badan yang harus di bayar
Pihakstain (umum)
a. Melengkapi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai bahan diskusi.
b. Iz%)at dijadikan suatu media informasi dan referensi untuk penelitian lainnya yang

relevan.

¢. M@mberikan kontribusi pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perpajakan.
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Adabeberapa pengertian pajak, diantaranya adalah

(1) Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tetntang ketentuan umum

tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang

fethutang oleh orang prbadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
unakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakuran rakyat.”

(2) Menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

Megara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

ndapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan

Yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ](Sumarsan,ZOlS:S)\

:Jaquins ueyingaiuaw

[Commented [M2]: macam-macam menjadi berbagai ]

{ Commented [M3]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman J

(3) Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara
ng dapat dipaksakan) dan tehutang oleh yang wajib membayarnya menurut
rUndang-Undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

uepj YIM) e)iewiojuue
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dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan. (Sumarsan,2015:3)|

[ Commented [M4]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

(4) Ménurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M dan Brock Horace R, pajak
> adalah salah satu pengalihan sumber dari sector pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hokum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional,
a@r pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan. (Sumarsan,2015:4)

[ Commented [M5]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

unggi Pajak
ajakimempunyai dua fungsi seperti yang terdapat pada buku yang ditulis oleh
E/Iarcﬁﬁsmo (Mardiasmo,2011:1) yaitu :

]
=1
Yy

9
=
F
&

[ Commented [M6]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

A1) F@gsi penerimaan (budgetair)
© Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
Q@ pm-geluarannya.

) Fungsi Mengatur (regulerend)

ajalgsebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijksanaan pemerintah dalam
“bidang sosial dan ekonomi
LCflenig?ajak
Paja@yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan menurut sifat, golongan, atau

[ Commented [M7]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

pem@gutannya dalam Waluyo (2011:12) yakni :
=

Meng"ut lembaga pemungutnya, pajak dpat dibedakn menjadi dua, yaitu :

1) Pgak Pusat

jak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat
untuk membiayai pengeluaran umum (Negara).
(2) Pajak daerah
Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah
U uk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas :
a—Pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dab kendaraan diatas air,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
b. Pajak kabupaten atau kota, conth : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Merarut golongannya pajak di bedakan menjadi dua, yaitu :

1) %ak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang di bebankan harus ditanggung oleh wajib pajak
§endiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
Entoh : pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak
(7] kendaraan bermotor (PKB), dan sebagainya.

(2) Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada
Grang lain.
Bbntoh : Pajak Penjualan (PPn), pajak pertambahan nilai (PPN), cuki, pita rokok,

bea materai, dan sebagainya.

Diti§au dari obyek yang dikenakan pajak, dibagi menjadi dua, yaitu :

=

0.

4

M 1M eXIew
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(1) Pajak subyektif
Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subyeknya
(erangnya), keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus di bayar.
2~ Gehtoh : pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan sebagainya.
(’_QZ) Pajak obyektif
= Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas obyeknya.
Cmﬂtoh pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak impor, dan sebagainya

o
9
§|ste|=n pemungutan Pajak
3

[ Commented [M8]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman ]

istel) pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: lMardlasmo (2011:7)
Grtlual Assessment System
A:dalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pggnerlntah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak.
Self Assessment System
Agalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
tahggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
) Vathholdlng System
alah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
kéiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak.
=

Pengggtian Tax Planning

Perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi
wajib=pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalarn
bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat bekonotasi
positifi sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpalakan secara lengkap, benar dan
tepat gaktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

aﬁUEpun@wpun !@

Stra@i dalam Tax Planning
Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam tax planning menurut Chairil %nwar
Pohan (2016 :10) antara lain :

[ Commented [M9]: Sebelumnya tidak ditulis sumbernya

)

a) Tax Saving
== ax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan altematif
engenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang
ememiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan
eperubahan pcmberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk
ang.
b) X avoindace
=}ax avoidance meupakan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan
ajak melalui transaksi yang bukan merupkan objek pajak. Misalnya,
erusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu menambah tunjangan
aryawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan
erupakan objek pajak PPh Pasal 21.
c) enunda pembayaran kewajiban pajak

uepy XMy exew.oju] uep
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“Menunda pembayaran kewajiban pajak melanggas peraturan yang berlaku dapat
odilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan
Tengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang

2~ miperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat
(*__) “menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan
= arang.

af) zMenghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

O Dengan menguasai peraturan pajak yang berlau, perusahaan dapat menghindari
5 ~imbulnya sanksi perpajakan misalnya berupa administrasi: denda, bunga, atau
= Jenaikan

8) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

= cDengan mengoptimalkan jurnlah kredit pajak yang diperkenankan maka akan
3 Jmengurangi beban pajak yang terutang, sehingga laba yang dihasilkan akan
g debih besar.

2

. cResisténsi Pajak

u

= Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya
“Yigunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, sesuai dengan yang ditulis |Chairi|
““Anwat, Pohan (2016:22) |

a) Tax avoidance (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang
ilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan
-dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan
Zeenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-
-indang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

b) Tax evasion (Tenggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak
“menghindari pajak terutang secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan
Aang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan
seknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan
peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi sanksi
mpelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminil. Oleh sebab itu, tax
planner yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. Tax
evasion adalah kebalikan dari tax avoidance.

c) Tax saving (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang
__pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang
=ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau
“pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan
=gengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar

TarifiPPh Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak untuk Wajib Pajak
Bad@H ‘dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan
persem).
TarifSébagaimana dimaksud tersebut telah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai
berlaku sejak tahun pajak 2010.Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang
disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu
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Iainnié dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang
sebag@imana dimasud di atas

. m:RekohsiIiasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal

= Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan

Gatau gprinsip masing-masing dalam menentukan biaya. Jika laporan keuangan
g»(omersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memberikan

dnformasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan

“Keuanigan fiskal disusun menurut peraturan perpajakan yang digunakan untuk

dmenéftukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga terjadi

:Cperbédaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk
“mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan

%euaggan fiskal maka diperlukan rekonsiliasi fiskal.

2 Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokan perbedaan yang terdapat dalam
Aaporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan
cperbédaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan
prinsip fiskal). Terdapat dua jenis perbedaan untuk rekonsiliasi, yaitu :

%. Perbedaan tetap
«© Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan

nfenghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa
ada dikoreksi dikemudian hari. Dengan demikian dalam menghitung penghasilan
kéha pajak, maka pendapatan dan biaya yang termasuk dalam beda tetap untuk
seterusnya harus dikeluarkan.

b. Perbedaan waktu

Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya
kgtidaksamaan pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan
dengan PSAK. Beda waktu yakni perbedaan pengakuan pendapatan dan beban
dalam perhitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau beban yang sudah
diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Beda waktu
merupakan perbedaan yang bersifat non permanen atau sementara karena pada
stiatu saat hasilnya akan sama antara perhitungan perpajakan dengan perhitungan
akuntansi komersial. Contoh dari beda waktu adalah penyusutan yang dapat
dilihat kelompoknya berdasarkan tabel dibawah ini

aW uep ueywniuesuaw edue) 1ul sin eAJEY Yninias neje ueibeqas diinbugiu Buedeyiq *|

. 5 Metodé&Penelitian

5 Objek Benelitian
Ohyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT XYZ. Obyek pengamatan dalam
;—*penelit@@ ini adalah laporan keuangan perusahaan untuk periode 2014 dan 2015.

ng

Q

3 -

n —

%VariabeLPenelitian

o Berikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

%l. Izaporan Keuangan Fiskal, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan

féhun 2014 dan 2015, yang nantinya yang berdasarkan pendapatan dan biaya akan dibuat
@rayeksi untuk tax planning PPh Badan tahun-tahun berikutnya.

2. Téx planning, yang akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil
dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang diterima oleh fiskus
yaitu dengan memanfaatkan celah-celah (I[oopholes{) yang merupakan kelemahan dalam

7
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73 N

o ‘aturan perpajakan yang dapat digunakan oleh badan sebagai salah satu strategi dalam
Q

2 taX planning yang tentunya sesuai dengan kerangka peraturan perpajakan yang berlaku.

3 3. P%ghematan Pajak, yaitu selisih antara beban pajak penghasilan badan sebelum
o L difakukannya tax planning dengan beban pajak penghasilan badan setelah dilakukannya
2 % taxplanning.

e @) —

(= - -

ol ekhik Pengumpulan Data

o v ikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

gl.g Laporan Keuangan Fiskal, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan
© S tahun 2014 dan 2015, yang nantinya yang berdasarkan pendapatan dan biaya akan dibuat
2 = payeksi untuk tax planning PPh Badan tahun-tahun berikutnya.

228 Tg planning, yang akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil
o~ dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang diterima oleh fiskus
c C

« o Yaitu dengan memanfaatkan celah-celah (I[oophole§) yang merupakan kelemahan dalam
° o pefaturan perpajakan yang dapat digunakan oleh badan sebagai salah satu strategi dalam
S 2 tax planning yang tentunya sesuai dengan kerangka peraturan perpajakan yang berlaku.
%3.'C Penghematan Pajak, yaitu selisih antara beban pajak penghasilan badan sebelum
x> 3 d&kukannya tax planning dengan beban pajak penghasilan badan setelah dilakukannya
£ & taxplanning.

53 5

— Teknik Analisis Data

nik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
ggiubungan dengan batasan masalah 1:

Melakukan analisis dengan cara menggunakan laporan keuangan komersial PT XYZ
periode 2014 dan 2015 dan menguji metode,teknik, dan kebijakan akuntansi yang
diterapkan oleh perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal untuk melihat apakah sudah sesuai
dehgan aturan perpajakan, setelah itu baru dapat dihasilkan sebuah laporan keuangan
fiskal (laba netto fiskal).

Sehubungan dengan batasan masalah 2 :

Tentunya terdapat banyak alternatif dalam melakukan tax planning agar efisien dan
eféktif diantaranya adalah dengan melihat sistem pembukuan yang tepat, memilih metode
p@yusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud, memilih metode penilaian
p&sediaan yang tepat, menganalisis pemberian kesejahteraan kepada karyawan lebih
menguntungkan dalam bentuk natura atau cash dan memilih metode pemotongan PPh
Pasal 21 yang tepat. Penulis akan melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif
tersebut agar dapat disimpulkan metode apa yang paling tepat untuk digunakan
perusahaan. Kemudian di proyeksi beberapa tahun ke depan supaya terlihat penghematan
yang dapat dilakukan perusahaan

=

N

aAusw uep ueywniuedusw eduey Iul s

C}_3. hubungan dengan batasan masalah 3 :

c telah melalui serangkaian analisis dari alternatif yang ada, maka akan didapatkan nilai
> Esiensi dari segi pajak yang harus di bayar oleh perusahaan.

> o

n

5 Hasil c& Pembahasan

g L rkait batasan masalah 1

o

onsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
%ng berlaku, hal ini dapat dilihat melalui perbedaan rekonsiliasi antara perusahaan dan
fenurut versi undang-undang yang terdapat pada akun-akun :
Insentif perantara
Intensif perantara merupakan sebuah komisi atau intensif yang diberikan kepada
= perantara dalam hal ini adalah orang di luar perusahaan dalam hal pembelian /

8
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2.

- penjualan suatu barang atau jasa. Menurut perusahaan Insentif yang diberikan ini
terkadang di potong PPh 21, namun seringkali juga tidak dipotong PPh 21 oleh
= karena itu perusahaan mengkoreksi positif seluruh nilai insentif ini. Penulis
=-menganggap hal tersebut bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, karena sebaiknya
> perusahaan memisahkan dahulu terkait insentif perantara yang di potong PPh 21 dan
oo yang tidak di potong PPh 21, dan langkah selanjutnya adalah dilakukan koreksi
positif terhadap insentif perantara yang tidak di potong PPh 21
b= Perjalanan dinas
G Perusahaan menganggap perjalanan dinas sebagai non deductible karena tidak sesuai
dengan unsur 3M yang ada di pasal 6 UU no 36 tahun 2008 , biaya perjalanan dinas
»n yang dimaksud adalah biaya uang saku karyawan dalam melakukan perjalanan dinas.
=: Sehingga seharusnya apabila uang saku tersebut menambah gaji karyawan dan atas
< tambahan tersebut di potong PPh 21, dan disertai bukti pendukung yang memadai hal
o tersebut menjadi deductible secara fiskal.
Cin’ Rapat dan penyegaran
=.biaya rapat dan penyegaran yang dimaksud disini mayoritasnya merupakan biaya
" untuk keperluan pribadi direksi seperti pengurusan taman, listrik rumah dan lain
o sebagai nya, hanya sebagian kecil dari biaya tersebut yang merupakan biaya rapat.
= Sehingga perusahaan melakukan koreksi positif terhadap keseluruhan biaya rapat dan
S penyegaran. Atas apa yang dilakukan perusahaan tersebut penulis memberi masukan
o' untuk memisahkan dahulu mana yang merupakan biaya rapat dan mana yang biaya
= terkait fasilitas direksi, dikarenakan biaya rapat adalah deductible sesuai dengan UU
@ Nno 36 tahun 2008 karena merupakan biaya terkait 3M, sedangkan biaya penyegaran
=. merupakan non deductible karena merupakan natura. Oleh karena itu langkah yang
& paling tepat adalah dengan memisahkan biaya rapat dan penyegaran serta melakukan
= koreksi positif terhadap biaya penyegaran
d= luran RT/RW dan keamanan
>~ Biaya ini berkaitan dengan pembayaran iuran RT/RW yang tidak memiliki
7 supporting dokumen sehingga tidak bisa dibuktikan deductibility nya secara fiskal
dan jasa keamanan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Pada dasarnya
biaya keamanan boleh dibiayakan karana secara langsung maupun tidak langsung
3‘, -berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Tapi terhadap iuran yang
— diberikan kepada RT/RW seharusnya tidak dapat dibiayakan karena tidak terkait
dengan 3M. penulis mengusulkan agar biaya ini di breakdown pada laporan
keuangan mendatang antara iuran RT/RW serta keamanan agar tidak dikoreksi oleh
fiskus.
€am Jamsostek
=) Pada tahun fiskal 2015, perusahaan mengkoreksi positif sebagian besar nilai
=2 jamsostek tersebut dengan argumen merupakan policy perusahaan terkait
==+ pemeriksaan yang akan dilakukan terkait lebih bayar. Hal tersebut tentunya tidak
= sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 karena nilai dari jamsostek tersebut sudah di
=+ tambahkan ke gaji karyawan yang PPh 21 nya memotong gaji karyawan yang
o bersangkutan. Dalam pajak terdapat istilah taxable — deductible oleh karena itu
== seharusnya perusahaan tidak melakukan koreksi positif atas jamsostek ini karena
= telah di potong PPh 21.
Térkait Batasan Masalah 2
Penulis akan melakukan sejumlah alternatif dalam melakukan tax planning dengan
mencari celah (loopholes) pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dan
Berdasarkan undang-undang No 36 tahun 2008, sehingga setelah dilakukan analisis
dihasilkan alternatif sebagai berikut :

9
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ag Tunjangan PPh 21
E,' Perusahaan melakukan koreksi positif terhadap tunjangan PPh 21 karena tunjangan
3 tersebut di tanggung oleh pemberi kerja yang dalam konteks ini adalah perusahaan,
= sehingga tax planning yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengganti metode
A tersebut dengan sistem tunjangan pajak. Terkait keterbatasan data, penulis tidak
Edapat memberlakukan metode gross up walaupun sebenarnya gross up adalah
; metode yang paling tepat untuk di aplikasikan terkait tunjangan PPh 21
b Insentif Perantara
. Atas dasar koreksi positif yang dilakukan perusahaan, terkait kekhawatiran akan
= pemeriksaan akibat perusahaan hanya memotong PPh 21 pada sebagian nilai dari
g_insentif perantara ini, penulis menyarankan untuk tidak melakukan koreksi positif
E’ dikarenakan denda yang didapatkan perusahaan akan lebih kecil dari pada
“* penghematan yang dihasilkan. Sebagai contoh dapat dilihat pada ilustrasi berikut,
~. apabila dibiayakan pada tahun 2016 perusahaan dapat menghemat pajak sebesar
= Rp. 80.379.168,38 melalui 25% dikalikan dengan Rp. 321.516.673,50 sedangkan
i pesar nya denda yang didapat adalah sebesar

sig

= Tabel 3.1

=) Simulasi perhitungan denda tahun 2016 apabila dibiayakan

= | 50% Insentif Perantara 160,758,336
o'|_Tarif PPh Pasal 17 5%
= | Kenaikan akibat tidak 120%
= | memiliki NPWP

~+ | Besarnya tunggakan PPh 9,645,500.21
5 21 yang harus di bayar

cg Jamsostek
5 Pada laporan keuangan fiskal 2015 perusahaan melakukan koreksi terkait jamsostek
= dikarenakan merupakan policy perusahaan terkait pemeriksaan, sehingga terdapat
o koreksi positif sebesar 162,823,428. Menurut pandangan penulis lebih baik biaya
= jamsostek dibiayakan karena memang dapat dibiayakan apabila dibayarkan oleh
—. pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan oleh wajib pajak
~ yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pasal 6 UU PPh No. 36
tahun 2008. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam meminta data berupa daftar
gaji seluruh karyawan perusahaan maka penulis mengasumsikan jamsostek yang
dibayarkan perusahaan pada proyeksi 2016 dan 2017 tersebut dibayarkan oleh
=== pnemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang
bersangkutan melalui sistem tunjangan pajak. Sehingga tidak terdapat koreksi fiskal
:!-. terhadap biaya jamsostek pada tahun 2016 dan 2017
d¥ Tunjangan Karyawan
Perusahaan melakukan koreksi positif terkait akun tunjangan karyawan karena
tunjangan yang diberikan berupa MES untuk karyawan yang berasal dari luar kota
E merupakan natura, penulis mempunyai pandangan bahwa sebenarnya tunjangan
n\ karyawan tersebut bisa menjadi deductible apabila perusahaan memberikan
==e tunjangan tersebut dalam bentuk uang, sehingga akan didapatkan penghematan
0 pajak berdasarkan perubahan metode tersebut
e Sumbangan
Perusahaan memberikan sumbangan kepada rw/rt setempat sehingga atas dasar
sumbangan tersebut tidak dapat dibiayakan karena tidak berkaitan dengan 3M. oleh
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= karena itu tax planning yang akan dilakukan adalah dengan memberikan sumbangan
Esesuai dengan apa yang ada di PMK no 76 tahun 2011, sehingga atas nilai
3 sumbangan tersebut dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto
f.= Perjalanan dinas
A" Perusahaan mengkoreksi akun perjalanan dinas dikarenakan dalam biaya yang
o dikeluarkan terdapat pengeluaran untuk uang saku pegawai selama melakukan
; perjalanan dinas. Tax planning yang akan dibuat oleh penulis adalah dengan tidak
Z mengkoreksi akun perjalanan dinas karena terkait uang saku merupakan deductible
_. apabila uang saku tersebut menambah penghasilan karyawan yang bersangkutan
5 dan diberikan dalam rangka 3m, dalam hal ini kedua persyaratan tersebut sudah
8._ terpenuhi dan seharusnya perusahaan tidak perlu takut untuk membiayakan biaya
E" perjalanan dinas dalam laporan keuangan fiskal.
g Rapat dan Penyegaran
g Biaya rapat dan penyegaran dikoreksi oleh perusahaan karena di dalam nya
= terdapat unsur biaya natura sehingga atas keseluruhan biaya ini dilakukan koreksi
n positif. Tax planning yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pemisahan
%(breakdown) terkait akun biaya rapat dan penyegaran, sehingga atas biaya
= penyegaran yang merupakan fasilitas direksi tersebut di koreksi positif, sedangkan
5 biaya rapat tidak dilakukan koreksi. Yang nantinya akan menghasilkan penghematan
o pajak
h= luran rt/rw dan keamanan
@ Perusahaan membiayakan akun ini yang seharusnya dikoreksi oleh perusahaan
-+ o . )
,—\_'karena terkait iuran rt/rw merupakan non deductible dan untuk jasa keamanan
@ adalah deductible. Penulis menyarankan agar terkait akun ini dipisahkan terlebih
~ dahulu (breakdown) sehingga didapatkan masing-masing nominal untuk akun iuran
g. rt /rw dan keamanan, atas breakdown tersebut baru dilakukan koreksi positif untuk
akun iuran rt/rw karena memang merupakan non deductible, hasilnya adalah
&, memang bukan penghematan pajak. Namun hasil tersebut akan lebih baik
5 dibandingkan dengan sanksi kenaikan yang akan didapatkan perusahaan apabila
) telah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.
D
Terkait Batasan Masalah 3
Berikut ini adalah hasil perbandingan metode rekonsiliasi yang dilakukan oleh penulis
dan perusahaan terkait penghematan pajak yang akan didapatkan

A
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o 3 Tabel 3.2
gasgperband@;an metode tax planning perusahaan dan penulis pada laporan keuangan proyeksi
== 3 tahun 2016
o L =
Sg x ~ . Laporan keuangan Laporan Keuangan
g gf’ini_a)_Perlgaan proyeksi 2016 fiskal versi perusahaan Fiskal versi Penulis
enjualan Bersin 624.335.027.658,10 624.335.027.658,10 | _ 624.335.027.658,10
HPE. &~ 504.773.911.813,57 504.773.911.813,57 |  594.773.911.813,57
Paba Kotor 29.561.115.844,53 29.561.115.844,53 29.561.115.844,53
Biaya Qperasional 16.256.530.281,15 14.855.531.801,76 15.389.724.234,97
kabd / Rugi Offerasi 13.304.585.563,39 14.705.584.042,78 14.171.391.609,56
%%Eig%‘:;” € 24.974.149.101,67 23.355.352.112,19 23.355.352.112,19
UJ
BiayaNon 16.589.990.388,99 16.573.579.246,26 16.573.579.246,26
L@perasuanal S
baba s“ﬁelurrvpajak 21.688.744.276,07 21.487.356.908,71 20.953.164.475 49
gP@fer@tangm 5.371.839.227,18 5.238.291.118,87
%’e"jﬁhe‘“mﬁ“ Bajak 133.548.108,30
El= =
o = 3 Tabel 3.3
%aﬁl perban@qgan metode tax planning perusahaan dan penulis pada laporan keuangan proyeksi
2o X tahun 2017
5 - Laporan keuangan fiskal | Laporan Keuangan
2 q:!\lama Pergraa” proyeksi 2017 versi perusahaan Fiskal versi Penulis
1 .
Penjualan Befsin 686.768.530.423,91 686.768.530.423.91 | 656 768.530.423,91
= = Q
HPE: > 660.962.165.293,76 660962.165.293,76 | 650,962.165.293,76
>3 o
Fogg Kotor & 25.806.365.130,16 25806.365.130.16 | 95 806.365.130,16
M
Bidya Operasional 18.411.330.297 57 16.834.775.31065 | 17 410 6a 43553
3
-3 / Rugi Operasi 7.395.034.832,58 8.971589.799.51 | g 386.701.694,62
Pengdlapatan
:op&asional,.. 28.813.494.519,85 27.883.835.70164 | 7 833.835.701,64
iaya Non =°
@perasmnal: 16.414.762.526,35 16.397.872.342.26 | 16 397 877 342,26
ia@ Sebeluﬁpajak 19.793.766.826,08 20.457.553.118.89 | 19 875 665.054,00
%’ P%Terh“ta 5.114.388.279,72 | 4.968.166.263,50
a
3 .
E Penghematan pajak 146.222.016,22
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Kesimp@lan dan Saran

kesimpulan
T Beérdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bagian

lumpya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

C_Rekonsnlam fiskal dari PT XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
* Tmaat ini yaitu UU No 36 tahun 2008, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan rekonsiliasi

ang ditemukan penulis antara lain terjadi pada akun insentif perantara, jamsostek, perjalanan
=dinasirapat & penyegaran serta iuran RT/RW dan keamanan. Hal tersebut juga memberi
esimpulan bahwa makna yang ada di UU No 36 tahun 2008 mengenai biaya serta

apatdiserap dengan baik oleh wajib pajak yang bersangkutan.

alamx melakukan tax planning penulis menemukan 9 alternatif yang dapat dipakai
erusghaan dalam melakukan tax planning di tahun-tahun berikutnya, ke 9 alternatif tersebut
akniz:tunjangan PPh 21 diganti dengan metode gross up, insentif perantara yang dibebankan

*
%enghasilan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut pajak belum sepenuhnya
o
P
° oy

éebagm biaya dengan melihat dari potensi penghematan pajak yang didapatkan lebih besar
dari s@nksi yang akan dibayar, jamsostek seharusnya dibebankan sebagai biaya, tunjangan

aryayan seperti pemberian tempat tinggal berupa MES di ganti menjadi tunjangan dalam
entuk uang, penggantian jenis sumbangan kepada RT/RW menjadi sumbangan yang tertera

i KMK no 76 tahun 2011, membiayakan perjalanan dinas, melakukan breakdown terhadap

akun rapat & penyegaran serta membebankan akun rapat tersebut di laporan keuangan fiskal
mendatang, melakukan breakdown terhadap akun iuran RT/RW dan keamanan serta
mengkoreksi akun iuran RT/RW yang selama ini tidak di koreksi oleh perusahaan.

. Setelah melakukan tax planning terhadap laporan keuangan fiskal proyeksi 2016 dan 2017,

penulfs berhasil memperoleh penghematan pajak apabila dibandingkan dengan metode yang
digunakan oleh perusahaan sebesar sebesar Rp. 133.548.108,31 untuk tahun 2016 dan Rp.
146.222.016.22 untuk tahun 2017

Saran :

Berikut merupakan beberapa saran peneliti yang diharapkan dapat meningkatkan

T efektifitas tax planning yang dilakukan PT XYZ :
31.

Pencatatan dalam laporan keuangan terkait penamaan akun harus lebih di perjelas untuk
menghindari argumen-argumen fiskus yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri,
contohnya dapat dilihat pada pencatatan iuran RT/RW dan keamanan, seharusnya pencatatan
ke 2 akun tersebut dipisahkan karena terkait biaya keamanan dapat dibiayakan menurut fiskal
sedangkan iuran RT/RW tidak bisa, hal serupa terjadi pada akun rapat & penyegaran. Terkait
biaya rapat dapat sepenuhnya dibiayakan dan untuk penyegaran karena mayoritas nya terkait
kepérluan direksi lebih baik diberikan nama fasilitas direksi sehingga tidak menimbulkan
banyidk pertanyaan dibenak fiskus.

. Terkait lebih bayar yang kerap terjadi pada PT XYZ, penulis dapat menyarankan untuk

pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Sesuai dengan PER Dirjen
pajakygNo.1/PJ./2011 PT XYZ dapat mengajukan surat keterangan bebas dikarenakan pajak
penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terhutang
sehingga dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan
pajakipenghasilan oleh pihak lain kepada direktorat jendral pajak.

. Dipérlukan reformasi dari divisi keuangan yang meliputi accounting dan tax dari PT XYZ,

karend dari lampiran yang didapatkan yakni SPT tahun 2014 dan 2015 penulis melihat divisi
keuangan belum sepenuhnya mengerti tentang UU no 36 tahun 2008 sehingga pajak yang
dibayar menjadi lebih besar dari yang seharusnya dapat diminimalisasir.
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2 Keterbafasan

3Dalam nyusunan skripsi ini, penulis memiliki keterbatasan berupa data yang tidak secara
o keSelurupan dapat diminta terkait dengan confidential issue dalam dunia perpajakan, sehingga

u

@ ta%planﬁhg yang dilakukan penulis hanya berdasarkan data yang diberikan perusahaan
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